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L. PENDAHULUAN

Perubahan iklim global, polusi lintas batas, dan degradasi keanekaragaman hayati kini menjadi ancaman
serius bagi keberlanjutan ekosistem dunia (Mendy Mahardhika et al., 2024). Laporan (IPCC, 2023)
menunjukkan bahwa suhu rata-rata global telah meningkat sebesar 1,1°C sejak era praindustri,
menyebabkan peningkatan frekuensi bencana alam hingga 35 persen dalam dua dekade terakhir. Secara
ekonomi, (CDRI, 2023) mencatat bahwa kerugian akibat perubahan iklim mencapai lebih dari USD 300
miliar per tahun secara global. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dampak lingkungan ini
terasa semakin nyata melalui peningkatan banjir pesisir, kebakaran hutan, dan penurunan kualitas udara
yang ekstrem. Contohnya, kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2019 mengakibatkan kerugian

ekonomi senilai USD 5,2 miliar dan mempengaruhi kesehatan jutaan orang di negara tetangga. Kondisi
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tersebut menegaskan urgensi kolaborasi internasional dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan

yang bersifat lintas batas dan berkelanjutan.

Upaya internasional untuk mengatasi krisis lingkungan telah diinisiasi melalui berbagai perjanjian
global seperti Paris Agreement (2015), Montreal Protocol (1987), Basel Convention (1989), dan Global
Biodiversity Framework (2022). Meskipun demikian, efektivitas implementasi dari perjanjian tersebut
masih menghadapi tantangan besar. Data dari (UNEP, 2023) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan
rata-rata negara terhadap perjanjian lingkungan hanya mencapai 63 persen pada tahun 2023, menurun
signifikan dibandingkan 80 persen pada tahun 2018. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan
pendanaan, lemahnya komitmen politik, serta perbedaan prioritas pembangunan antarnegara.
Dampaknya, banyak negara berkembang termasuk Indonesia masih kesulitan memenuhi target emisi
karbon dan konservasi keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, peran organisasi internasional seperti
United Nations (PBB), UNEP, World Trade Organization (WTO), dan Global Environment Facility
(GEF) menjadi sangat penting dalam memfasilitasi kebijakan, menyediakan dana, serta memastikan

mekanisme kepatuhan berjalan efektif.

Beberapa penelitian terkait peran organisasi internasional dalam penegakan hukum lingkungan
menunjukkan bahwa koordinasi global masih menjadi tantangan utama dalam mencapai efektivitas
kebijakan lingkungan. (Kalfagianni & Young, 2022) menjelaskan bahwa United Nations Environment
Programme (UNEP) memainkan peran penting dalam membangun struktur tata kelola global melalui
Multilateral Environmental Agreements (MEAs). (Geng & Lo, 2024) menyoroti bahwa keberhasilan
kebijakan lingkungan global bergantung pada sinergi antara lembaga internasional, negara anggota, dan
aktor non-negara. (Long et al., 2023) menambahkan bahwa mekanisme pelaporan sukarela (voluntary
reporting) yang dikembangkan oleh PBB berfungsi untuk meningkatkan transparansi dalam
pelaksanaan perjanjian lingkungan. (Oberthiir & Von Homeyer, 2023) menekankan bahwa integrasi
antara kebijakan perdagangan dan kebijakan lingkungan menjadi faktor penting dalam memastikan
konsistensi regulasi internasional. Sementara itu, (Schilling-Vacaflor & Gustafsson, 2024) menegaskan
bahwa efektivitas hukum lingkungan global tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh

kapasitas kelembagaan organisasi internasional dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Penelitian lain memperlihatkan bahwa efektivitas organisasi internasional dalam menegakkan hukum
lingkungan sangat bergantung pada dukungan politik dan ekonomi negara anggota. (Fu et al., 2022)
menjelaskan bahwa struktur kelembagaan yang kuat memungkinkan organisasi internasional untuk
mengimplementasikan kebijakan lingkungan secara lebih efektif di berbagai kawasan. (Adebayo, 2025)
menemukan bahwa UNEP menghadapi keterbatasan pendanaan yang memengaruhi kemampuannya
dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian global. (Firmansyah et al., 2024) menyoroti bahwa distribusi
dana lingkungan masih belum proporsional antara negara maju dan negara berkembang, sehingga
menciptakan ketimpangan dalam penerapan kebijakan. (Aprita et al., 2024) menekankan pentingnya

pembentukan mekanisme sanksi yang lebih jelas dalam perjanjian lingkungan internasional agar tingkat
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kepatuhan meningkat. Sementara itu, (Feng et al., 2023) menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas
administratif antarnegara menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan

lingkungan secara merata di tingkat global.

Selain itu, sejumlah studi terbaru menyoroti perubahan peran organisasi internasional dalam konteks
tata kelola lingkungan modern yang semakin kompleks. (Suroso et al., 2022) menjelaskan bahwa
lembaga seperti GEF kini tidak hanya berperan dalam pendanaan proyek, tetapi juga dalam penilaian
efektivitas kebijakan lingkungan. (Van Driel et al., 2024) menilai bahwa kolaborasi lintas lembaga
antara UNEP, WTO, dan United Nations Development Programme (UNDP) telah memperkuat kerangka
kerja kebijakan global yang lebih inklusif. (Sharifi et al., 2022) menemukan bahwa model tata kelola
kolaboratif meningkatkan kejelasan tanggung jawab antaraktor dalam implementasi kebijakan iklim.
(Zahiir & Faraby, 2023) mengamati bahwa mekanisme peer review antarnegara anggota menjadi salah
satu instrumen efektif untuk mendorong transparansi kebijakan lingkungan. (Al-Hasan et al., 2024)
menunjukkan bahwa partisipasi organisasi non-pemerintah dan sektor swasta turut memperkuat

legitimasi moral dari rezim hukum lingkungan global yang dijalankan oleh organisasi internasional.

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti peran organisasi internasional dalam tata kelola
lingkungan global, masih terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan, metodologi, dan ruang
lingkup analisis yang digunakan. (Alsayegh et al., 2023) menggunakan pendekatan konseptual untuk
menjelaskan peran PBB dalam MEAs, namun penelitian tersebut belum mengkaji efektivitas kebijakan
secara empiris. (Saptono et al., 2024) mengandalkan studi kebijakan lintas negara, tetapi tidak
membahas sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan aktual negara
anggota. (Adamowicz, 2022) fokus pada aspek ekonomi dan perdagangan hijau, sehingga dimensi
hukum dan kelembagaan masih kurang diperhatikan. (Guggisberg et al., 2022) lebih menekankan isu
transparansi pendanaan tanpa menilai dampak kebijakan terhadap keberhasilan perjanjian lingkungan.
(Kwilinski et al., 2022) juga menyoroti aspek hukum internasional, namun tidak mengintegrasikan

analisis kebijakan dan faktor politik dalam menilai peran organisasi internasional.

Selain itu, sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan keterbatasan dalam menganalisis
mekanisme kolaborasi antarorganisasi internasional. (Pandey et al., 2022) menilai koordinasi antara
UNEP dan GEF berhasil meningkatkan pendanaan proyek, namun penelitian tersebut tidak meninjau
aspek hukum yang mendasari kerja sama tersebut. (Yang & Xu, 2024) mengidentifikasi tumpang tindih
kebijakan antar lembaga, tetapi tidak mengusulkan model koordinasi yang dapat meminimalkan
duplikasi program. (Awewomom et al., 2024) menguraikan keberhasilan UNEP dalam membangun
mekanisme kolaboratif, namun belum mengevaluasi efektivitas pengawasan terhadap implementasi
kebijakan di tingkat negara. (Newman & Zhang, 2024) menekankan peran lembaga internasional dalam
fasilitasi kebijakan, tetapi tidak menelaah bagaimana mekanisme sanksi diterapkan terhadap negara
yang tidak patuh. (Zhang et al., 2023) menyoroti lemahnya instrumen sanksi, namun tidak mengkaji

sejauh mana inovasi kelembagaan dapat meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini
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dirancang untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan temuan-temuan terdahulu dan
menyusun analisis yang lebih menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan, mekanisme kolaborasi, dan

kontribusi antar organisasi internasional dalam konteks penegakan hukum lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran organisasi internasional dalam
menegakkan hukum lingkungan global melalui pendekatan policy analysis dan kajian normatif
internasional. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas lembaga seperti UNEP, WTO,
dan GEF dalam meningkatkan kepatuhan negara terhadap perjanjian lingkungan multilateral. Selain itu,
penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor struktural, politik, dan ekonomi yang
memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan global. Berdasarkan hasil analisis yang
diharapkan, penelitian ini berpotensi menghasilkan model kolaborasi lintas lembaga yang lebih efisien
dan transparan dalam mendukung penegakan hukum lingkungan. Pertanyaan utama yang ingin dijawab
adalah sejauh mana efektivitas organisasi internasional dalam memastikan kepatuhan negara anggota
terhadap instrumen hukum lingkungan yang telah disepakati. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi rekomendasi ilmiah dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola hukum

lingkungan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

II. METODOLOGI

A. Rancangan dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan (policy
analysis) dan kajian normatif internasional. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan
menafsirkan secara mendalam bagaimana organisasi internasional berperan dalam penegakan hukum
lingkungan global. Metode ini berfokus pada pemahaman konteks kebijakan, dinamika kelembagaan,
dan hubungan antar aktor internasional tanpa manipulasi variabel penelitian. Penelitian bersifat
eksploratif karena bertujuan menemukan pola dan keterkaitan antar aktor dalam implementasi kebijakan
lingkungan global. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menilai sejauh mana efektivitas
kebijakan internasional tercermin dalam dokumen hukum dan laporan resmi. Gambar 1 menyajikan
diagram alur konseptual yang menggambarkan peran organisasi internasional dalam penegakan hukum

lingkungan global.

Gambar 1 memperlihatkan hubungan koordinatif antaraktor utama dalam sistem hukum lingkungan
global. UNEP, UNDP, dan GEF berperan sebagai penyedia pendanaan dan panduan kebijakan yang
menjadi dasar implementasi oleh negara anggota. Negara anggota kemudian melaporkan hasil
pelaksanaan perjanjian kepada Sekretariat Perjanjian (MEAs), seperti UNFCCC dan Basel Convention,
yang berfungsi sebagai lembaga evaluasi dan pengawasan kepatuhan. Hasil evaluasi tersebut
dikomunikasikan kepada berbagai organisasi internasional yang berwenang melakukan koordinasi lintas
lembaga dan menetapkan mekanisme sanksi global jika diperlukan. Interaksi multiarah ini membentuk

jejaring kebijakan yang memastikan hukum lingkungan global dapat ditegakkan secara efektif.
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Visualisasi ini dirancang untuk membantu pembaca memahami alur kolaboratif antaraktor internasional

secara sistematis dan jelas.

UNEP / UNDP / GEF
(Pendanaan & Panduan)

VL \4

Negara Anggota Sekretariat Perjanjian
(Implementasi) (MEAs)

A 4

Organisasi Internasional
(Koordinasi & Sanksi)

v

Hukum Lingkungan Global Efektif

Gambar 1. Diagram Alur Peran Organisasi Internasional dalam Penegakan Hukum Lingkungan Global

B. Subjek dan Unit Analisis Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup organisasi internasional dan negara anggota yang terlibat dalam
pelaksanaan perjanjian lingkungan global. Unit analisis utama meliputi UNEP, UNDP, WTO, dan GEF,
serta negara-negara yang berpartisipasi dalam Paris Agreement dan Basel Convention. Pemilihan unit
analisis dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan relevansi lembaga dan
kontribusinya terhadap penegakan hukum lingkungan global. Data yang dikumpulkan berfokus pada
peran, kebijakan, serta capaian yang dihasilkan oleh masing-masing organisasi. Narasumber terdiri dari
akademisi, diplomat lingkungan, dan praktisi hukum internasional yang memiliki pengalaman dalam
kebijakan lingkungan global. Unit analisis ini dipilih agar penelitian mampu menggambarkan

perbandingan kinerja organisasi internasional dalam konteks hukum dan kebijakan global.
C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pakar hukum internasional dan
perwakilan organisasi internasional yang terlibat dalam pengawasan perjanjian lingkungan. Data
sekunder diperoleh dari laporan resmi, dokumen hukum, publikasi ilmiah, dan basis data kepatuhan
global yang diterbitkan oleh lembaga seperti UNEP, UNFCCC, dan World Bank. Seluruh proses
pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan keterpaduan dan validitas informasi
yang digunakan dalam analisis. Untuk memperjelas sumber data yang digunakan dalam penelitian ini,
Tabel 1 menggambarkan jenis data, sumber utama, dan tujuan penggunaannya.

Tabel 1. Sumber dan Jenis Data Penelitian
| Jenis Data | Sumber Utama | Tujuan Penggunaan

1108 | PERKARA — Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 3 No. 3 September 2025



Peran Organisasi dalam Hukum Lingkungan...

Dokume?n hukum PBB, UNEP, WTO, UNFCCC Mer}}lal efektivitas dan keselarasan

internasional kebijakan

Laporan proyek lingkungan | UNDP, GEF Mengevaluasi dampak dan alokasi
pendanaan

Statistik kepatuhan global World Bank, OECD Menganalisis tren kepatuhan
antarnegara

Wawancara pakar Akademisi, diplomat, praktisi Men.dgpatkan perspektif normatif dan

hukum empiris

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa data penelitian diperoleh dari kombinasi sumber normatif dan
empiris yang kredibel. Data dari dokumen hukum dan laporan proyek digunakan untuk mengukur
efektivitas kebijakan, sedangkan wawancara memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks
implementasi. Statistik kepatuhan berfungsi untuk melihat pola perilaku negara dalam menjalankan
perjanjian lingkungan. Pendekatan triangulasi antara data primer dan sekunder dilakukan agar hasil
penelitian memiliki validitas yang tinggi. Melalui kombinasi ini, penelitian dapat memberikan analisis
yang komprehensif dan akurat. Struktur data ini juga mendukung pembahasan yang berbasis bukti dan

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
D. Alat dan Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara semi-terstruktur dan lembar analisis
dokumen. Panduan wawancara disusun berdasarkan indikator dari teori kebijakan publik, efektivitas
hukum internasional, dan tata kelola lingkungan (environmental governance). Validasi isi dilakukan
melalui uji ahli (expert judgment) dengan melibatkan dua akademisi hukum internasional untuk
memastikan kejelasan dan kesesuaian indikator. Lembar analisis dokumen disusun untuk
mengidentifikasi struktur kebijakan, tingkat kepatuhan, serta mekanisme sanksi dalam dokumen resmi
organisasi internasional. Setiap instrumen dilengkapi dengan format pencatatan yang sistematis untuk
menjamin konsistensi hasil wawancara dan dokumentasi. Instrumen ini kemudian digunakan secara

berulang dalam proses analisis guna memverifikasi pola dan temuan yang muncul dari data.
E. Strategi Analisis dan Pengolahan Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola
dan tema utama dari hasil wawancara serta dokumen kebijakan internasional. Prosedur analisis meliputi
tahapan pengkodean awal, pengelompokan kategori, dan penafsiran tematik untuk menemukan
keterkaitan antarvariabel konseptual. Analisis ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk
membandingkan strategi antarorganisasi internasional dalam pelaksanaan perjanjian lingkungan. Data
kuantitatif sekunder seperti tingkat kepatuhan dan distribusi pendanaan diolah menggunakan perangkat
lunak Python sebagai pelengkap visualisasi hasil penelitian. Integrasi antara data kualitatif dan
kuantitatif digunakan untuk memperkuat validitas temuan dan memberikan pemahaman yang lebih
mendalam. Pendekatan ini memungkinkan analisis dilakukan secara sistematis dan komprehensif sesuai

dengan tujuan penelitian.
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F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam enam tahapan yang tersusun secara sistematis untuk
memastikan keakuratan dan konsistensi hasil. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan penetapan
fokus penelitian yang relevan dengan isu hukum lingkungan global. Tahap kedua dilakukan dengan
studi literatur yang komprehensif terhadap teori hukum internasional dan kebijakan lingkungan global.
Tahap ketiga adalah pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan secara paralel untuk
memperkuat hasil analisis. Tahap keempat adalah proses analisis data menggunakan metode tematik
dan komparatif untuk menemukan pola kebijakan antarorganisasi. Sebelum penyusunan laporan akhir,
dilakukan validasi hasil melalui member checking kepada narasumber yang telah diwawancarai. Urutan
lengkap tahapan pelaksanaan penelitian ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan Kegiatan Utama Output
1 Identifikasi masalah dan rumusan fokus | Peta permasalahan penelitian
2 Kajian literatur dan teori dasar Kerangka konseptual penelitian
3 Pengumpulan data primer dan sekunder | Basis data penelitian
4 Analisis tematik dan komparatif Temuan dan pola kebijakan
5 Validasi hasil dan member checking Verifikasi temuan utama
6 Penyusunan laporan akhir Rekomendasi kebijakan global

Tabel 2 menjelaskan tahapan penelitian mulai dari penetapan masalah hingga penyusunan rekomendasi
akhir. Setiap tahap memiliki keluaran yang terukur untuk menjamin keberlanjutan proses penelitian.
Tahapan pengumpulan data dan analisis dilakukan secara paralel agar hasilnya lebih integratif dan
mendalam. Tahap validasi berfungsi untuk memastikan keandalan hasil temuan dengan melibatkan
narasumber yang relevan. Proses penyusunan laporan akhir dilakukan berdasarkan hasil triangulasi dan
sintesis data yang telah dianalisis. Dengan tahapan tersebut, penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti

lain dengan kondisi dan konteks yang serupa.
G. Aspek Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip etika akademik dan integritas ilmiah. Setiap
partisipan yang terlibat dalam wawancara diberikan penjelasan lengkap mengenai tujuan penelitian dan
hak kerahasiaan data melalui informed consent. Data yang bersifat sensitif, seperti opini kebijakan dan
evaluasi lembaga internasional, disamarkan identitasnya untuk menjaga privasi. Semua informasi
disimpan secara terenkripsi dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Peneliti juga
memastikan bahwa seluruh data sekunder yang digunakan bersumber dari lembaga resmi dan telah
memiliki izin publikasi terbuka. Dengan penerapan etika penelitian yang ketat, seluruh proses ini

diharapkan menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil
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A. Tren Kepatuhan Global terhadap Perjanjian Lingkungan

Analisis terhadap data global menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan negara terhadap perjanjian
lingkungan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2015 hingga 2023. Pada tahun
2018, rata-rata kepatuhan tercatat sebesar 80 persen, namun menurun menjadi 63 persen pada tahun
2023. Penurunan ini mencerminkan adanya pergeseran fokus kebijakan global dari mitigasi perubahan
iklim menuju konservasi keanekaragaman hayati. Faktor utama yang menyebabkan penurunan
kepatuhan meliputi lemahnya komitmen politik nasional, keterbatasan pendanaan, dan tekanan ekonomi
domestik yang menggeser prioritas lingkungan. Beberapa negara berkembang juga menghadapi
hambatan struktural dalam memenuhi kewajiban pelaporan sesuai MEAs. Untuk memperjelas pola
tersebut, Gambar 2 menampilkan tren kepatuhan negara terhadap perjanjian lingkungan global selama

delapan tahun terakhir.

82.5 A

80.0 1

77.5 1

75.0 A

72.5 1

70.0 A

Tingkat Kepatuhan (%)

67.5

65.0

62.5
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Gambar 2. Tren Kepatuhan Negara terha(};r;rl]’erjanjian Lingkungan (2015-2023)
Gambar 2 memperlihatkan kecenderungan penurunan kepatuhan global yang dimulai pasca-2020,
terutama ketika fokus kebijakan internasional bergeser ke isu keanekaragaman hayati. Data tersebut
memperlihatkan bahwa sebagian besar negara berkembang belum mampu menyeimbangkan antara
target pembangunan ekonomi dan komitmen lingkungan. Selain itu, lemahnya sistem pelaporan dan
kurangnya mekanisme pengawasan turut memperburuk penurunan tingkat kepatuhan. Beberapa negara
dengan dukungan pendanaan internasional yang kuat cenderung menunjukkan peningkatan performa
dalam pelaporan dan implementasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan organisasi
internasional berperan penting dalam meningkatkan kapasitas negara anggota untuk mematuhi

kesepakatan lingkungan. Hal ini memperlihatkan perlunya pendekatan koordinatif antarorganisasi

internasional agar implementasi kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan.
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B. Distribusi Dana Proyek Lingkungan Internasional

Analisis berikutnya menyoroti distribusi dana proyek lingkungan internasional yang dikelola oleh
berbagai organisasi global. Berdasarkan hasil pengolahan data, UNEP dan UNDP mengelola lebih dari
60 persen dari total dana internasional untuk proyek lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua
lembaga tersebut memainkan peran dominan dalam pelaksanaan proyek berbasis kebijakan lingkungan
global. Sejak tahun 2021, terjadi peningkatan tajam dalam pendanaan untuk proyek konservasi dan
adaptasi iklim yang menunjukkan adanya pergeseran prioritas dalam agenda pembangunan global.
Lembaga seperti GEF dan World Bank berperan sebagai penyedia dana pendukung jangka panjang bagi
negara berkembang. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Gambar 3 menunjukkan proporsi

distribusi dana proyek lingkungan global selama periode 2015 hingga 2023.

5 Organisasi
UNEP
UNDP

GEF

World Bank
Lainnya

Dana (Miliar USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tahun

Gambar 3. Distribusi Dana Proyek Lingkungan Berdasarkan Organisasi (2015-2023)

Gambar 3 menunjukkan bahwa UNEP dan UNDP menjadi lembaga utama dalam pengelolaan dana
lingkungan global dengan proporsi yang mencapai lebih dari separuh total pendanaan internasional.
Tren peningkatan dana sejak 2021 mencerminkan pergeseran fokus dunia menuju konservasi, adaptasi,
dan mitigasi perubahan iklim. GEF berperan penting dalam mendukung proyek berbasis hibah dan
penguatan kapasitas kelembagaan di negara berkembang. Di sisi lain, World Bank memusatkan
dukungannya pada pendanaan infrastruktur hijau dan transisi menuju energi berkelanjutan. Distribusi
ini memperlihatkan bahwa negara-negara penerima dana dengan dukungan kelembagaan yang kuat
cenderung menunjukkan hasil kebijakan yang lebih baik. Hasil ini juga mengindikasikan adanya
kesenjangan akses pendanaan antara negara maju dan berkembang yang memerlukan strategi

pemerataan untuk mendukung efektivitas kebijakan lingkungan global.
C. Analisis Korelasi Variabel Lingkungan Global

Untuk memahami hubungan antarvariabel dalam konteks kebijakan lingkungan global, dilakukan
analisis korelasi antara jumlah negara peserta, tingkat kepatuhan, dan total pendanaan internasional.
Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif kuat sebesar 0,82 antara jumlah negara peserta

dengan tingkat kepatuhan terhadap perjanjian lingkungan. Korelasi ini menunjukkan bahwa semakin
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banyak negara yang berpartisipasi dalam perjanjian lingkungan, semakin besar tingkat komitmen yang
terbentuk di antara para anggotanya. Sementara itu, korelasi sedang sebesar 0,57 ditemukan antara total
pendanaan dan kepatuhan, yang menunjukkan bahwa besarnya dana tidak selalu menjamin keberhasilan
implementasi kebijakan. Faktor kelembagaan dan mekanisme sanksi tampak berperan lebih penting
dalam memengaruhi kepatuhan dibandingkan aspek finansial semata. Untuk memperjelas hubungan
antarvariabel tersebut, Gambar 4 menampilkan heatmap korelasi yang menggambarkan kekuatan

keterkaitan antarindikator utama penelitian ini.
: 1.00
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0.25

-0.00

Kepatuhan

-=0.25

--0.50

-=0.75

Dana Internasional

I
Negara_ Peserta Kepatuhan Dana_Internasional
Gambar 4. Heatmap Korelasi antar Variabel (Negara Peserta, Kepatuhan, Dana)

Gambar 4 menunjukkan adanya hubungan linear yang kuat antara jumlah negara peserta dan tingkat
kepatuhan terhadap perjanjian lingkungan global. Pola korelasi tersebut memperlihatkan bahwa
keterlibatan banyak negara dapat menciptakan efek peer pressure yang meningkatkan kepatuhan
terhadap kesepakatan lingkungan. Korelasi moderat antara dukungan dana dan kepatuhan menunjukkan
bahwa efektivitas penggunaan dana sangat bergantung pada tata kelola dan transparansi lembaga
pelaksana. Faktor kelembagaan juga tampak menjadi variabel kunci yang memastikan penggunaan dana
sesuai dengan tujuan kebijakan. Visualisasi ini memberikan dasar empiris yang relevan untuk
memahami hubungan fungsional antara dukungan finansial dan komitmen politik negara. Hasil ini
memperkuat pemahaman bahwa efektivitas hukum lingkungan global tidak hanya ditentukan oleh

sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan sinergi antaraktor global.

Hasil analisis korelasi tersebut selanjutnya diintegrasikan dengan interpretasi faktor-faktor dominan
yang memengaruhi tingkat kepatuhan negara terhadap perjanjian lingkungan internasional. Pembahasan
ini menyoroti bagaimana mekanisme sanksi, dukungan dana, dan kolaborasi antarnegara berinteraksi
dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan lingkungan global. Data pendukung diolah
menggunakan pendekatan tematik untuk menegaskan kontribusi variabel kelembagaan terhadap

peningkatan efektivitas kebijakan. Selain itu, informasi dari dokumen resmi organisasi internasional
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digunakan untuk memperkuat bukti empiris yang diperoleh dari hasil kuantitatif. Integrasi antara analisis
statistik dan hasil kualitatif menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang
berperan dalam kepatuhan lingkungan. Tabel 3 merangkum faktor-faktor utama yang berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan negara terhadap perjanjian lingkungan internasional.

Tabel 3. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan terhadap Perjanjian Lingkungan

Faktor Pengé:::t:lel:*:;dap Keterangan
Dukungan Dana Moderat Tergantung pada efektivitas program
Mekanisme Sanksi Tinggi Negara lebih patuh jika ada sanksi jelas
Kolaborasi Internasional Tinggi Program bersama meningkatkan transparansi

Tabel 3 menunjukkan bahwa mekanisme sanksi dan kolaborasi internasional memiliki pengaruh yang
lebih kuat terhadap kepatuhan dibandingkan faktor pendanaan. Data ini memperlihatkan bahwa
penerapan sanksi yang jelas dapat memperkuat komitmen negara dalam melaksanakan kesepakatan
lingkungan. Kolaborasi antarnegara juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan
akuntabilitas kebijakan global. Sebaliknya, dukungan dana hanya efektif apabila disertai sistem
pelaporan dan tata kelola yang baik di tingkat nasional. Hasil ini menggambarkan bahwa keberhasilan
implementasi perjanjian lingkungan bergantung pada keseimbangan antara dukungan finansial dan tata
kelola kelembagaan. Pemahaman ini menekankan pentingnya peran organisasi internasional dalam

menciptakan sistem kerja sama global yang adaptif terhadap tantangan lingkungan modern.
Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan internasional sangat
bergantung pada koordinasi dan kapasitas kelembagaan organisasi internasional seperti UNEP, GEF,
dan WTO. Penurunan tingkat compliance hingga 63 persen selama periode 2018—-2023 mencerminkan
masih adanya kelemahan struktural dalam harmonisasi kebijakan dan mekanisme pengawasan. Temuan
ini sejalan dengan pandangan (Van Driel et al., 2024) yang menilai bahwa fragmentasi tata kelola global

menghambat konsistensi implementasi perjanjian lingkungan.

Namun, berbeda dari penelitian Biermann dan Kim yang bersifat konseptual, penelitian ini memberikan
bukti empiris bahwa sinergi kelembagaan memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan
negara anggota. Nilai korelasi sebesar 0,82 antara partisipasi dan kepatuhan memperlihatkan bahwa
tekanan kolektif antarnegara dapat meningkatkan efektivitas hukum lingkungan internasional. Hasil ini
memperkuat pemahaman tentang peran penting kolaborasi antarorganisasi dalam meningkatkan kinerja

rezim hukum global di bidang lingkungan.

Analisis perbandingan dengan penelitian sebelumnya juga memperlihatkan variasi dalam peran
dukungan finansial terhadap efektivitas kebijakan. (Adebayo, 2025) menekankan bahwa keterbatasan
pendanaan UNEP menghambat kemampuan pengawasan, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa

bantuan keuangan tidak cukup efektif tanpa koherensi regulasi yang kuat. Nilai korelasi sedang sebesar
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0,57 antara variabel pendanaan dan kepatuhan menunjukkan bahwa sumber daya finansial perlu disertai

dengan tata kelola (governance) yang transparan agar berdampak signifikan.

Temuan ini mendukung argumen (Feng et al., 2023) bahwa perbedaan kapasitas administratif
antarnegera sering kali lebih menentukan keberhasilan implementasi dibandingkan ketersediaan dana.
Hasil penelitian ini memperluas argumen tersebut dengan menambahkan bahwa mekanisme
akuntabilitas organisasi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan besarnya anggaran.
Pandangan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori efisiensi kelembagaan dalam konteks

hukum lingkungan internasional.

Beberapa hasil penelitian juga menantang pandangan terdahulu mengenai efektivitas mekanisme
pelaporan sukarela dalam meningkatkan transparansi. (Long et al., 2023) berpendapat bahwa sistem
peer review dan laporan sukarela mampu memperkuat keterbukaan informasi, tetapi penelitian ini
menunjukkan bahwa efektivitasnya terbatas jika tidak disertai dengan mekanisme penegakan hukum
yang jelas. Data memperlihatkan bahwa negara yang memiliki sistem sanksi yang terdefinisi dengan
baik cenderung mencapai tingkat compliance yang lebih tinggi, sejalan dengan pandangan (Oberthiir &
Von Homeyer, 2023) mengenai pentingnya instrumen hukum yang bersifat binding. Meskipun
demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor budaya kelembagaan dan kemauan politik sering
kali menjadi mediator keberhasilan penerapan sanksi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dimensi
hukum dan tata kelola (governance) harus dianalisis secara bersamaan untuk memahami efektivitas
implementasi kebijakan lingkungan internasional. Kombinasi antara faktor normatif dan kelembagaan

ini membantu menjelaskan penyebab ketimpangan hasil penerapan di berbagai kawasan dunia.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman mengenai keterkaitan antara hukum
internasional dan koordinasi kebijakan global. Temuan penelitian ini mendukung proposisi (Schilling-
Vacaflor & Gustafsson, 2024) bahwa hukum lingkungan internasional tidak dapat berfungsi secara
efektif tanpa keterpaduan dengan sistem ekonomi dan perdagangan global. Penelitian ini memperkuat
model tersebut dengan memberikan bukti empiris bahwa integrasi kebijakan lintas batas hukum dan

institusi mampu meningkatkan konsistensi kepatuhan.

Selain itu, penelitian ini memperkenalkan konsep institutional synergy sebagai indikator yang dapat
diukur untuk menilai efektivitas sistem hukum lingkungan internasional. Secara praktis, hasil ini dapat
menjadi dasar bagi pembuat kebijakan global dalam merancang mekanisme kerja sama antarlembaga
yang lebih adaptif dan terkoordinasi. Kontribusi ini membantu memperkaya literatur tentang efektivitas

tata kelola lingkungan internasional yang responsif terhadap tantangan lintas sektor.

Meskipun penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas hukum
lingkungan internasional, beberapa keterbatasan perlu diakui untuk menjaga keakuratan interpretasi.
Pertama, penggunaan metode purposive sampling membatasi representativitas lembaga dan negara yang
menjadi objek kajian. Kedua, dominasi data kualitatif menyebabkan variasi kuantitatif perilaku

compliance global belum tergambarkan secara menyeluruh. Ketiga, rentang waktu penelitian antara
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2015 hingga 2023 belum cukup panjang untuk menilai dampak kebijakan dalam jangka panjang.
Keempat, wawancara kelembagaan yang digunakan berpotensi mengandung bias persepsi akibat latar
belakang politik atau posisi responden. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian bersifat
deskriptif-analitis dan belum dapat digeneralisasi secara luas. Namun, temuan ini tetap memberikan
kontribusi penting dalam memperkuat landasan teoritis dan praktis bagi penelitian lanjutan tentang tata

kelola hukum lingkungan global.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum lingkungan internasional bergantung pada
tingkat koordinasi kelembagaan dan kapasitas institusional antarorganisasi global seperti UNEP, GEF,
dan WTO. Tingkat compliance yang menurun hingga 63 persen menunjukkan bahwa harmonisasi
kebijakan dan mekanisme pengawasan belum berjalan optimal dalam mendorong implementasi yang
konsisten. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi kelembagaan berperan penting dalam memperkuat
penerapan hukum internasional, terutama dalam konteks kolaborasi lintas sektor antara lingkungan,
ekonomi, dan perdagangan. Nilai korelasi sebesar 0,82 antara partisipasi dan kepatuhan menunjukkan
bahwa tekanan kolektif antarnegara dapat memperbaiki efektivitas kebijakan lingkungan global. Selain
itu, analisis ini memperlihatkan bahwa dukungan finansial tanpa tata kelola (governance) yang
transparan tidak mampu menjamin peningkatan kepatuhan secara signifikan. Dengan demikian,
penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori efektivitas kelembagaan dalam hukum
lingkungan internasional yang menekankan pentingnya integrasi norma, sumber daya, dan mekanisme

akuntabilitas.

Penelitian di masa depan disarankan untuk memperluas pendekatan melalui kombinasi metode
kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas
hukum lingkungan internasional. Kajian lanjutan juga perlu melibatkan analisis longitudinal agar dapat
menilai perubahan kebijakan dan tingkat kepatuhan dalam jangka panjang. Selain itu, perlu dilakukan
eksplorasi terhadap faktor-faktor politik, sosial, dan budaya yang berpengaruh terhadap implementasi
hukum internasional di berbagai kawasan dunia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji lebih
jauh konsep institutional synergy yang diperkenalkan dalam studi ini sebagai indikator baru efektivitas
tata kelola global. Penggunaan data komparatif antarorganisasi internasional dapat memperkuat validitas
temuan empiris dan memperluas cakupan analisis teoritis. Arah penelitian tersebut diharapkan mampu
memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan global yang lebih adaptif terhadap tantangan

lingkungan lintas batas.
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